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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kognitif 

Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget pada tahun 1896-1980. Piaget 

beranggapan bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi 

intelektual dari konkret menuju abstrak. Dalam model berpikir, tahapan 

merepresentasikan perbedaan secara kualitatif, bukan hanya perbedaan kuantitatif. 

Kognitif dapat diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi.  

Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui 

tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Teori kognitif 

lebih menekankan pada proses atau upaya dalam memaksimalkan kinerja, di mana 

orang akan bekerja dengan baik apabila tujuan dari pekerjaannya jelas. Dengan 

adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran akan memberikan arahan yang 

jelas kepada para staf mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan agar tujuan 

yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, 

teori kognitif lebih menekankan pada proses dalam pencapaian tujuan dan dengan 

dasar dari teori ini pula penulis dapat mengembangkan bagaimana pengaruh voice 

terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
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2.1.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama antara dua 

pihak atau lebih yang akan membawa pengaruh pada masa depan bagi para 

pembuat keputusan. Menurut Becker dan Green (1962) partisipasi penyusunan 

anggaran merupakan sebuah proses yang melibatkan interaksi partisipasi, kerja 

sama, level aspirasi, kinerja, perbandingan, dan umpan balik yang diwujudkan 

dalam sebuah proses berulang. Dalam konteks yang lebih luas, Brownell (1982) 

menjelaskan bahwa partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu proses 

yang melibatkan individu-individu secara langsung dan mempunyai pengaruh 

terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan 

kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. 

Partisipasi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara para bawahan dengan 

atasannya, dan para staf melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal 

penyusunan anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir dan revisi anggaran 

yang diperlukan. 

Terdapat enam item yang digunakan untuk mengukur partisipasi dalam 

penyusunan anggaran (Milani, 1975), yaitu:  

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran 

2. Kepuasan dalam penyusunan anggaran 

3. Kebutuhan memberikan pendapat 

4. Kerelaan dalam memberikan pendapat 

5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir 

6. Seringnya atasan meminta pendapat atau usulan saat anggaran sedang disusun. 
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Secara garis besar, penyusunan anggaran dibagi menjadi 3 kelompok (Bozeman 

dan Straussman, 1982), yaitu:  

1. Top down approach (bersifat dari atas-ke-bawah)  

Dalam penyusunan anggaran ini, manajemen senior menetapkan anggaran bagi 

tingkat yang lebih rendah sehingga pelaksana anggaran hanya melakukan apa 

saja yang telah disusun.  

2. Bottom up approach (bersifat dari bawah-ke-atas)  

Anggaran sepenuhnya disusun oleh bawahan dan selanjutnya diserahkan atasan 

untuk mendapatkan pengesahan. Dalam pendekatan ini, manajer tingkat yang 

lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran.  

3. Kombinasi top down dan bottom up  

Kombinasi antara kedua pendekatan inilah yang paling efektif. Pendekatan ini 

menekankan perlunya interaksi antara atasan dan bawahan secara bersama 

sama menetapkan anggaran yang terbaik bagi perusahaan atau organisasi. 

Keterlibatan bawahan dalam mengemukakan pendapatnya dengan berpartisipasi 

dalam penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang lebih realistis dan 

akurat karena bawahan memiliki informasi yang lebih mendalam dibandingkan 

atasannya mengenai kondisi lokal (Nouri dan Parker, 1998).  Sehingga dengan 

adanya partisipasi ini diharapkan akan menimbulkan tanggung jawab dalam diri 

masing-masing individu yang terlibat untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. 

Peran manajemen publik pengelola keuangan daerah menunjukkan tercapainya 

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Oleh karena 
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itu, dibutuhkan peran manajemen publik pejabat pengguna anggaran/barang 

dalam memimpin kegiatan di SKPD.  

 

Pemerintah daerah terdiri dari banyak satuan kerja yang memiliki tugas dan 

wewenang berbeda. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 dalam konstruksi 

keuangan daerah terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu: 

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang 

juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

 

Menurut Pasal 5 yang terdapat di Permendagri 13 Tahun 2006, kepala daerah 

selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian 

atau seluruh kekuasaannya kepada pengelola keuangan daerah, yaitu: 

a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah 

b. Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. 

 

Dalam Pasal 10 Permendagri 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala SKPD 

sebagai pejabat pengguna anggaran/barang merupakan salah satu pengelola 

keuangan daerah yang memiliki beberapa tugas diantaranya yaitu, menyusun 

anggaran, melaksanakan anggaran, menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan SKPD yang dipimpinnya serta melakukan pengawasan pelaksanaan 

anggaran. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Permendagri 13 Tahun 2006, Kepala 
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SKPD dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja 

pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.  

 

Silmilian (2013) menyatakan pada organisasi sektor publik, anggaran dapat 

digunakan untuk menilai kinerja para pimpinan SKPD, sehingga anggaran mampu 

mempengaruhi perilaku dan kinerja manajerial. Anggaran digunakan untuk 

mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi 

dengan membandingkan hasil kinerja manajerial yang telah di anggarkan secara 

periodik. Agar suatu anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka 

diperlukan kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan dalam penyusunan 

anggaran.  

Proses penyusunan anggaran adalah kegiatan yang penting dan kompleks, 

sehingga kemungkinan dapat  menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional 

terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Untuk mencegah dampak 

disfungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar dari kegiatan penyusunan 

anggaran terjadi jika semua pihak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran. 

2.1.3 Voice 

Voice adalah hak suara yang diberikan oleh organisasi kepada para staf. Voice 

merupakan komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, di mana atasan  

menerima dan mendengarkan pendapat untuk berkomunikasi dengan bawahannya. 

Dalam proses komunikasi ini, atasan dan bawahan saling bertukar informasi. 

Voice berfokus pada partisipasi staf dalam mempengaruhi pengambilan 
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keputusan. Salah satu contohnya adalah hak suara yang digunakan pada saat 

penyusunan anggaran.  

Menurut Leventhal (1980) dalam Libby (1999) voice didefinisikan sebagai 

kemampuan dari bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan 

keputusan dengan mengkomunikasikan pandangan mereka kepada para atasan. 

Menurut Feuille & Chachere (1995) dalam Libby (1999) contoh dari mekanisme 

voice yang digunakan di organisasi yaitu termasuk usaha dalam keterlibatan job, 

partisipatif manajemen, rencana keterlibatan staf, serta beberapa jenis teknik 

penilaian kinerja.  

Menurut Korsgaard & Roberson (1995) dalam Noeverman (2010) voice dapat 

diukur dalam dua aspek, yaitu instrumental voice dan non-instrumental voice. 

Instrumental voice mengacu pada pengaruh persepsi atau pendapat para staf 

dalam diskusi anggaran., yang terjadi ketika masukan atau pendapat dari 

seseorang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan akhir. Sedangkan 

non-instrumental voice mengacu pada kontribusi staf dalam diskusi anggaran. 

Non-instrumental voice adalah peluang untuk mengungkapkan pandangan 

seseorang mengenai sebuah keputusan, terlepas dari apakah pandangan tersebut 

dipertimbangkan atau tidak dalam keputusan akhir yang dibuat. 

2.1.4 Kinerja Manajerial 

Menurut literatur seperti yang diuraikan oleh Nouri dan Parker (1998) kinerja 

individual adalah fungsi dari tiga dimensi penting: kemauan, kemampuan, dan 

kesempatan. Kemauan mengacu pada motivasi, sedangkan kamampuan mengacu 

pada kemampuan individual dan keterampilan. Peluang mengacu pada faktor-
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faktor lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang memfasilitasi atau 

menghambat kinerja seperti tindakan rekan kerja dan kebijakan organisasi. 

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi selama periode tertentu yang 

dinilai dengan serangkaian tolak ukur. 

Kelompok manajemen dalam suatu organisasi merupakan pemain kunci dalam 

seluruh aspek kehidupan organisasi yang dipimpinnya. Pada tingkat yang 

dominan, berhasil tidaknya organisasi meraih kemajuan ditentukan oleh kinerja 

manajerial. Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh para manajer yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran, yang dalam hal ini tertuju pada Kepala 

SKPD, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag Perencanaan melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemennya. 

Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting yakni tujuan, ukuran 

dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi adalah strategi yang 

tepat dalam meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan mengarahkan dan 

mempengaruhi bagaimana perilaku kerja yang seharusnya dalam memenuhi 

harapan organisasi terhadap setiap individu dalam organisasi tersebut. Kinerja 

manajerial ini diukur dengan menggunakan berbagai indikator yaitu, perencanaan, 

investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, staffing, negosiasi, dan 

representasi (Mahoney et al., 1963). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Libby (1999) telah mengkaji tentang hubungan antara penggunaan proses 

penganggaran yang adil dan kinerja bawahan. Teori keadilan organisasional 
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digunakan untuk mendefinisikan proses penganggaran yang adil dengan dua 

komponen yaitu keterlibatan bawahan dalam proses penganggaran atau voice, dan 

komunikasi dasar pemikiran bagi kurangnya pengaruh bawahan terhadap target 

anggaran akhir, atau explanation. Hasil penelitian Libby ini menunjukkan 

peningkatan kinerja yang signifikan ketika voice dan explanation digabungkan 

dibandingkan dengan voice saja. 

Peneliti lainnya yaitu Parker & Kyj (2006) yang mengembangkan model 

pertukaran informasi vertikal antara atasan dan bawahan dalam proses 

penganggaran dengan kinerja. Pertukaran informasi dari atasan kepada bawahan 

juga diuji dengan memasukkan ambiguitas peran dalam model. Selanjutnya 

Parker dan Kyj menemukan bahwa partisipasi anggaran berbanding terbalik 

dengan ambiguitas peran, yang pada gilirannya, berpengaruh negatif terhadap 

kinerja. 

Contoh peneliti lainnya adalah Byrne dan Damon (2008) yang telah mengkaji 

hubungan antara voice, persepsi keadilan, dan kinerja. Hasil penelitian Byrne & 

Damon mengungkapkan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan, semakin tinggi 

pula kinerja. Lebih lanjut Byrne menyatakan bahwa voice tidak signifikan 

mempengaruhi kinerja. 

2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, model penelitian yang 

menggambarkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran, voice, dan 

kinerja manajerial adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Model Penelitian 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1  Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja 

Manajerial 

Partisipasi umumnya dinilai sebagai suatu pendekatan manajerial yang dapat 

meningkatkan kinerja anggota organisasi (Brownell, 1982). Brownell  telah 

mengukur hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial dan menemukan hubungan positif dan signifikan. Partisipasi 

penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja karena partisipasi 

memungkinkan bawahan untuk mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan 

kepada atasannya dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh atasannya. 

Ketika tujuan telah direncanakan dan disetujui secara partisipatif, staf akan 

menginternalisasi tujuan tersebut dan mereka akan memiliki tanggung jawab 

secara personal untuk mencapainya melalui keterlibatan dalam proses anggaran 

(Milani, 1975). 

Chong et al. (2006) juga melakukan penelitian melalui 74 responden dari manajer 

tingkat atas di sektor jasa keuangan Australia. Mereka menemukan bahwa 
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partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja 

manajerial. Penelitian Murdayanti et al. (2013) pada 31 staf di organisasi sektor 

publik di Depok juga menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara 

partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu: 

H1: partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja   

manajerial 

2.4.2  Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Voice  

Menurut literatur yang disebutkan oleh  Elicker et al. (2006) voice timbul dengan 

cara menanyakan anggota organisasi tentang pemikiran mereka dan aktif 

mendengarkan mereka ketika sedang berkomunikasi dalam pembuatan keputusan. 

Oleh sebab itu, dengan adanya keterlibatan anggota organisasi dalam menyusun 

anggaran dapat memunculkan peluang untuk meningkatkan voice mereka. Dengan 

ikut terlibat dalam penyusunan anggaran berarti para anggota organisasi memiliki 

peluang yang lebih besar untuk mengungkapkan opini dan pandangan mereka, 

baik dalam bentuk instrumental voice maupun non-instrumental voice. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya oleh Nouri dan Parker (1998) bahwa voice 

yang tinggi dari partisipasi penyusunan anggaran memungkinkan pihak yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran memberikan informasi yang realistis atas 

pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini voice yang dimaksud adalah instrumental 

voice, karena para pihak yang berada pada kondisi instrumental voice  tentu akan 

memberikan informasi yang realistis dan akurat jika masukan dari mereka 

berpotensi untuk mempengaruhi keputusan akhir anggaran.  
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Menurut Lau dan Lim (2002) partisipasi penyusunan anggaran berguna untuk 

mengkomunikasikan  keluhan para anggota organisasi, yang dalam hal ini 

merupakan penerapan non-instrumental voice. Tujuan anggaran serta pertukaran 

informasi antara atasan dan bawahan akan menjadi lebih jelas jika terdapat voice 

di dalamnya (Yuen, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan yaitu: 

H2: partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap voice 

2.4.3  Pengaruh Voice terhadap Kinerja Manajerial 

Menurut literatur yang disebutkan oleh Elicker et al. (2006),  perilaku atasan yang 

meningkatkan voice bawahannya dapat membantu meminimalisir perlawanan dari 

bawahannya dan mengurangi penolakan terhadap hasil keputusan. Dengan tidak 

adanya keinginan untuk melawan atasan dan menolak keputusan, akan membuat 

para anggota organisasi lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka 

sehingga kinerja mereka akan meningkat. 

Ketika keputusan belum ditetapkan, instrumental voice dianggap sebagai alat pada 

diri individu untuk mempercayai bahwa mereka dapat mempengaruhi kinerja 

(Geddes et al., 2003). Lind et al. (1990) mengungkapkan bahwa individu yang 

diberi kesempatan untuk mempengaruhi keputusan akhir melalui pandangan dan 

masukan mereka, percaya bahwa voice akan membantu mengontrol hasil kinerja 

mereka. 

Pada kondisi non-instrumental voice, meskipun anggota organisasi tidak mampu 

mempengaruhi keputusan, dengan diberikannya peluang untuk ikut berpartisipasi 

dalam diskusi anggaran akan membuat para bawahan merasa memiliki status dan 
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memiliki peran penting di mata atasannya (Korsgaard dan Roberson, 1995). Oleh 

sebab itu, mereka akan merasa dipercaya dan merasa ikut memiliki organisasi 

sehingga akan timbul rasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi 

dan pada akhirnya kinerja mereka akan ikut meningkat. 

Menurut Parker & Kyj (2006) bawahan memiliki informasi tentang ketidakpastian 

strategis yang terdapat di organisasinya. Dengan adanya pengungkapan informasi 

ini melalui voice, maka strategi yang telah ada dapat diperbaiki atau menghasilkan 

strategi baru yang dapat menguntungkan organisasi dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. Lind et al. (1990), Lindquist (1995), dan Chow 

et al. (1996) juga mengemukakan bahwa voice mempengaruhi kinerja manajerial 

secara positif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

yaitu: 

H3: voice berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

 

 

 

 

 

 


